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ABSTRACT 

The increasing demand for land in urban areas has led to the 

emergence of various indicators used to determine land value, such as Land 

Value Zone (Zona Nilai Tanah or ZNT), Tax Object Sale Value (Nilai Jual 

Objek Pajak or NJOP), and Market prices. However, disparities often arise 

among these values, resulting in inconsistencies that can affect taxation 

fairness, investment decisions, and land policy planning. This study aims to 

analyze the disparity between ZNT, NJOP, and Market prices in Klojen 

District, Malang City, and to determine the level of alignment between the 

government-issued values and real market values. 

This research employs a descriptive comparative method by overlay 

analysisis techniques. The result show that the highest average land value is 

based on transaction prices at , followed by NJOP at , and the lowest from 

ZNT at . the comparative ratio between ZNT, NJOP, and Transaction Prices 

is 1 : 1,2 : 1,4. These disparaties have the potential to cause tax revenue 

losses, unfair compensation in land acquisition, and misalignment in spatial 

planning.  

The study concludes that while ZNT and NJOP serve as important tools 

for land administration and taxation, they require adjustments and 

synchronization with actual market conditions to ensure their reliability and 

fairness. The researcher recommends that future land valuation policies 

incorporate more real-time market data and community input, especially in 

rapidly developing urban areas like Klojen. 

Keywords: Land Valuation; Land Value Zone (ZNT); Tax Object Sale Value 

(NJOP); Market Transaction Price; Disparity.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tanah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, 

baik sebagai sumber daya alam maupun sebagai aset ekonomi. Secara fisik, 

tanah merupakan bagian dari permukaan bumi yang terhubung langsung 

dengan berbagai aktivitas manusia, seperti pembangunan, pertanian, dan 

pemukiman (Nuharta et al., 2020). Secara abstrak, tanah juga memiliki nilai 

ekonomi yang signifikan karena hak pemanfaatan yang dapat diperjualbelikan. 

Nilai ini menjadikan salah satu aset paling berharga dalam pengelolaan sumber 

daya alam (Muhammad Asyrof Hardanu, 2022). Fungsi tanah yang beragam, 

mulai dari sebagai media pertumbuhan tanaman, tempat tinggal, hingga 

fondasi bagi pembangunan infrastruktur, memengaruhi dinamika permintaan 

dan penyediaan tanah di pasar. 

Permintaan tanah terus meningkat seiring dengan pertumbuhan 

populasi dan urbanisasi. Kebutuhan akan lahan untuk tempat tinggal, 

infrastruktur, dan aktivitas ekonomi lainnya menyebabkan permintaan tanah 

selalu bertambah. Namun, penyediaan tanah bersifat tetap karena luasnya yang 

tidak dapat diperluas. Kesenjangan antara permintaan dan penyediaan ini 

menciptakan tekanan pada pasar tanah, menjadikannya semakin langkah dan 

berharga (Reksohardiprojo et al., 1994). Situasi ini mendorong kenaikan harga 

lahan di berbagai wilayah, terutama di lokasi strategis yang memiliki 

aksesibilitas tinggi dan fasilitas lengkap. Selain itu, pembangunan infrastruktur 

seperti jalan raya, fasilitas pendidikan, dan rumah sakit semakin meningkatkan 

daya tarik suatu kawasan, yang pada akhirnya memperkuat hubungan langsung 

antara permintaan dan nilai tanah (Mahardini & Woyanti, 2012). 

Nilai tanah dapat didefinisikan sebagai harga yang dapat diterima 

dalam transaksi jual beli ataupun sewa tanah. Nilai tanah sendiri dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu lokasi geografis, potensi ekonomi 

wilayah, aksesibilitas, kondisi pasar tanah, serta karakteristik fisik tanah itu 

sendiri. Lokasi yang strategis dengan potensi pengembangan infrastruktur 
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cenderung memiliki nilai tanah yang lebih tinggi dibandingkan dengan lokasi 

lainnya (Yusmita, 2020).  

Nilai tanah sering digunakan sebagai acuan di berbagai bidang dalam 

pengelolaan tanah, seperti perencanaan tata ruang, perpajakan, hingga 

transaksi properti. Dalam perencanaan tata ruang, nilai tanah menjadi indikator 

utama untuk menentukan pemanfaatan lahan secara efisien dan berkelanjutan. 

Di sektor perpajakan, nilai tanah menjadi dasar perhitungan Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB). Sementara itu, dalam transaksi properti, nilai tanah 

digunakan sebagai acuan harga jual beli yang mencerminkan kondisi pasar 

(Ashari et al., 2020). Hal ini menunjukkan bahwa nilai tanah tidak hanya 

mencerminkan kondisi pasar, tetapi juga menjadi dasar penting dalam 

pengambilan keputusan terkait tata ruang seperti Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB) (Dwijayanti, 2013). 

Berbagai metode digunakan untuk mendapatkan nilai tanah, seperti 

pendekatan perbandingan pasar, biaya reproduksi, serta pendekatan 

pendapatan. Pendekatan perbandingan pasar didasarkan pada transaksi tanah 

di wilayah sekitar, sementara pendekatan biaya reproduksi menghitung nilai 

tanah berdasarkan biaya pengembangan. Di sisi lain, pendekatan pendapatan 

menilai tanah berdasarkan potensi pendapatan yang dapat dihasilkan (Rianto 

& Jaya, 2000).  

Selain itu, Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Nilai Jual Objek Pajak 

(NJOP) sering digunakan sebagai acuan formal untuk menentukan nilai tanah 

(Santoso et al., 2017). Peta ZNT merupakan instrument yang digunakan untuk 

mempresentasikan nilai pasar tanah berdasarkan zona tertentu, yang diperoleh 

melalui analisis data harga tanah di berbagai lokasi. Dengan adanya Peta ZNT, 

pemangku kepentingan dapat lebih mudah mengidentifikasi wilayah dengan 

nilai tanah yang tinggi maupun rendah, yang selanjutnya memengaruhi 

investasi dan pengembangan infrastruktur (Sutaryono, 2013). Di sisi lain, 

NJOP yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki peran penting sebagai dasar 

perhitungan pajak yang dibayarkan oleh pemilik tanah, namun sering kali 
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nilainya tidak sejalan dengan harga pasar aktual karena tidak 

mempertimbangkan faktor-faktor dinamis seperti perubahan ekonomi dan 

permintaan pasar (Santoso et al., 2017). Sementara itu, Harga Transaksi sering 

kali menjadi indikator nilai pasar yang lebih relevan, dimana faktor-faktor 

seperti lokasi geografis, potensi ekonomi wilayah, serta kondisi permintaan 

dan penawaran di pasar yang mencerminkan kesepakatan langsung antara 

penjual dan pembeli (Prasakti, 2021). 

Meski demikian, nilai tanah yang diperoleh dari berbagai metode ini 

sering kali menunjukkan perbedaan. Perbedaan tersebut menimbulkan 

disparitas nilai tanah yang tidak hanya membingungkan masyarakat, tetapi 

juga menimbulkan persoalan dalam administrasi pertanahan dan perpajakan 

(Widiatmoko, 2017). Untuk memberikan gambaran konkret mengenai 

disparitas nilai tanah, penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Klojen, 

Kota Malang. Wilayah ini dipilih karena menjadi salah satu pusat kota yang 

strategis serta terdapat beragam karakteristik lahan, sehingga menjadi 

representasi yang baik untuk melihat variasi nilai tanah. 

Data nilai tanah dalam penelitian ini diperoleh dari Komputerisasi 

Kegiatan Kegiatan Pertanahan (KKP) pada Kantor Pertanahan Kota Malang, 

ditemukan beberapa kasus ketidaksesuaian nilai antara ZNT, NJOP, dan Harga 

Transaksi di Kecamatan Klojen. Dalam hal ini, terdapat bidang tanah di 

Kelurahan Sukoharjo dengan NIB 02864, yang dilakukan proses peralihan hak 

melalui jual beli, nilai NJOP tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan Harga 

Transaksi maupun ZNT. Berdasarkan ZNT, nilai tanah tersebut adalah 

Rp5.091.000,00/m², sedangkan NJOP pada Surat Pemberitahuan Pajak 

Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) menunjukkan angka 

Rp13.125.000,00/m², sementara Harga Transaksi untuk tanah tersebut hanya 

sekitar Rp4.091.961,00/m². Sebaliknya, terdapat pula kasus di mana Harga 

Transaksi lebih tinggi dibandingkan ZNT dan NJOP. Pada bidang tanah 

dengan NIB 04629 di wilayah yang sama, ZNT menunjukkan nilai 

Rp6.952.000,00/m², sementara NJOP pada SPPT PBB tercatat sebesar 

Rp6.195.000,00/m², namun Harga Transaksi untuk tanah tersebut mencapai 
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sekitar Rp9.592.326,00/m².  

Ketidaksesuaian nilai tanah ini berdampak terhadap berbagai aspek, 

baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Dari sisi pemerintah, perbedaan ini 

mengakibatkan rendahnya penerimaan pajak, karena NJOP sering kali tidak 

mencerminkan nilai pasar tanah yang sebenarnya, sehingga negara kehilangan 

potensi pendapatan dari sektor pajak properti yang seharusnya bisa dikelola 

lebih optimal (Suhael, 2024). Sementara itu, bagi masyarakat, disparitas nilai 

tanah ini menimbulkan dampak negatif yang cukup besar, seperti kebingungan 

dalam menentukan harga jual atau beli tanah akibat ketidaksesuaian antara 

nilai yang ditetapkan dan kondisi pasar aktual. Dalam praktiknya, perbedaan 

nilai ini dapat menyulitkan prosses transaksi, terutama dalam penentuan Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dilaporkan pada 

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) serta Pajak Penghasilan (PPH) yang 

dilaporkan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP). Ketidaksesuaian ini 

juga sering kali menyebabkan nilai tanah yang ditetapkan dalam Akta Jual Beli 

PPAT tidak sesuai dengan yang diterima oleh kantor BAPENDA, sehingga 

mengakibatkan proses validasi yang berbelit-belit dan memakan waktu lebih 

lama (Prasakti, 2021). 

Selain itu, dalam beberapa kasus, perbedaan nilai antara NJOP dan 

Harga Transaksi dapat membuka peluang spekulasi di pasar tanah. Beberapa 

pihak mungkin memanfaatkan disparitas ini untuk menghindari pajak dengan 

mencantumkan nilai transaksi yang lebih rendah dari nilai pasar sebenarnya, 

yang berpotensi merugikan negara dalam penerimaan pajak dan menciptakan 

ketidakadilan dalam sistem perpajakan tanah. Masyrakat juga dapat 

mengalami ketidakpastian hukum dalam proses jual beli tanah karena nilai 

yang digunakan dalam transaksi sering kali berbeda dengan yang diakui oleh 

instansi terkait (Anastasia et al., 2022). 

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai tanah 

dengan pendekatan deskriptif komparatif guna memberikan pemahaman yang 

lebih baik mengenai perbandingan nilai tanah berdasarkan Zona Nilai Tanah, 

Nilai Jual Objek Pajak, dan Harga Transaksi di Kecamatan Klojen, Kota 
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Malang. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang 

lebih objektif mengenai tingkat kesesuaian antar parameter nilai tanah. 

Penekanan pada perbandingan ketiga parameter ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi adanya disparitas nilai tanah yang terjadi di lapangan. 

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademis 

dalam penilaian tanah, tetapi juga memberikan informasi awal yang dapat 

menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan 

penilaian tanah yang lebih adil, akurat, dan responsif terhadap kondisi pasar. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian ini 

akan menganalisis bagaimana disparitas nilai tanah berdasarkan Zona Nilai 

Tanah, Nilai Jual Objek Pajak, dan Harga Transaksi di Kecamatan Klojen Kota 

Malang. 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

disparitas nilai tanah berdasarkan Zona Nilai Tanah, Nilai Jual Objek Pajak, 

dan Harga Transaksi di Kecamatan Klojen Kota Malang.  

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis, 

penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam 

bidang ilmu penilaian tanah, khususnya terkait perbandingan antara ZNT, 

NJOP, dan Harga Transaksi. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi 

bahan pertimbangan bagi instansi terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional 

(BPN) dan Pemerintah Daerah, dalam melakukan evaluasi nilai tanah dan 

menyusun kebijakan penilaian yang lebih akurat dan responsif terhadap 

dinamika pasar. Dengan demikian, penelitian ini dapat berkontribusi dalam 

meningkatkan keakuratan sistem penilaian tanah serta mendukung 

terciptanya kepastian dan kemudahan dalam proses transaksi pertanahan. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap data penelitian yang 

telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Hasil analisis perbandingan nilai tanah menunjukkan bahwa nilai rata-rata 

tanah tertinggi diperoleh dari nilai tanah berdasarkan Harga Transaksi 

sebesar Rp6.079.974/m², diikuti nilai tanah berdasarkan NJOP sebesar 

Rp5.260.070/m², dan nilai terendah berasal dari nilai tanah berdasarkan 

ZNT dengan rata-rata Rp4.540.442/m². Rasio perbandingan nilai tanah 

berdasarkan ZNT, NJOP,dan Harga Transaksi adalah 1:  1,2 : 1,4.  

2. Disparitas nilai tanah di Kecamatan Klojen menunjukkan perbedaan antara 

ketiga pendekatan penilaian, yaitu ZNT, NJOP, dan Harga Transaksi. 

Tingkat disparitas dinilai berdasarkan selisih nominal absolut dan 

persentase disparitas, yaitu persentase perbedaan nilai terhadap nilai 

terendah pada masing-masing parameter. Berdasarkan hasil analisis, 

disparitas tertinggi terjadi antara nilai tanah berdasarkan Harga Transaksi 

dan ZNT, dengan selisih rata-rata nominal sebesar Rp1.539.532 atau 

persentase disparitas 25%. Selanjutnya, disparitas antara nilai tanah 

berdasarkan NJOP dan Harga Transaksi menunjukkan selisih nominal 

sebesar Rp819.904 atau dengan persentase disparitas 13%. Sementara itu, 

disparitas antara nilai tanah berdasarkan ZNT dan NJOP memiliki selisih 

terendah, yaitu dengan selisih nominal sebesar Rp719.628 .000atau 12%. 

Tingginya disparitas ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yaitu 

frekuensi pembaruan data yang tidak seimbang, perbedaan metode 

penilaian, pengaruh lokasi dan dinamika Kawasan, kebijakan fiskal daerah 

dan spekulasi pasar. Disparitas ini memiliki dampak besar, baik dari sisi 

potensi kehilangan penerimaan pajak maupun dari sisi ketidakpastian dalam 

transaksi. 
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B. Saran 

1. Mengingat adanya disparitas nilai tanah di antara ketiga metode penilaian, 

sangat disarankan agar instansi terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional 

(BPN) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), melakukan evaluasi dan 

pembaruan data nilai tanah secara rutin dan terkoordinasi. Penyesuaian 

nilai ZNT dan NJOP sebaiknya memperhatikan fluktuasi harga pasar yang 

sebenarnya, terutama di daerah yang berkembang pesat. Selain itu, 

perlunya keselarasan data antar instansi juga penting, sehingga informasi 

mengenai nilai tanah menjadi konsisten dalam pelayanan publik, 

penghitungan pajak, dan pengambilan kebijakan. 

2. Pemerintah daerah juga disarankan untuk memanfaatkan teknologi 

informasi berbasis spasial, seperti GIS dan dashboard pemantauan nilai 

tanah, demi meningkatkan transparansi dan akurasi dalam penilaian nilai 

tanah. Dengan adanya integrasi teknologi, masyarakat bisa mengakses 

nilai tanah secara online dan mendapatkan informasi yang relevan sebelum 

melakukan transaksi, sehingga mengurangi potensi spekulasi dan 

kesalahan dalam pelaporan nilai. 

3. Peneliti yang akan datang, disarankan untuk mengembangkan penelitian 

lebih lanjut dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya 

disparitas nilai tanah, seperti aksesibilitas, intensitas pembangunan, atau 

kebijakan perpajakan. Selain itu, melakukan studi komparatif antar 

wilayah atau periode waktu dapat menunjukkan tren disparitas dan 

efektivitas kebijakan dalam merespons perubahan nilai tanah. Kajian 

lanjutan juga dapat berfokus pada dampak atau implikasi disparitas nilai 

tanah terhadap aspek legal, fiskal, dan sosial. Penelitian semacam ini akan 

memberikan kontribusi lebih luas untuk menyusun sistem penilaian tanah 

yang adil, akurat, dan mengutamakan kepentingan publik.
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